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ABSTRAK:

DASAR HUKUM:

Bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan
sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah pada pihak ketiga

- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3034); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633
); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Tahun 1992 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505); Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia



STATUS:

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 694); Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 (Lembaran Aceh tahun 2013 Nomor
10);Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 1l Aceh Tengah Nomor 8 Tahun
1981;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat Il Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1996;
Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh
Tengah Nomor 18 Tahun 2008.

Qanun ini Mengatur tentang

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga Kabupaten Aceh Tengah
1. Ketentuan Umum

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Bentuk Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah
Hasil Usaha

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pembinaan dan Pengendalian

Ketentuan Peralihan

Ketentuan penutup

LoOo~NOLRA®WN

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada Desember 2013.



